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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG PENYELESAIAN TINDAK PIDANA 

KEKERASAN SEKSUAL SESAMA ANAK DI BAWAH UMUR DALAM 

HUKUM POITIF DAN HUKUM ISLAM 

 

A. Hukum Positif 

1. Definisi Hukum Positif 

Hukum Positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan 

tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum 

atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan 

dalam negara Indonesia. Penekanan pada saat ini sedang berlaku, karena 

secara keilmuan, pengertian hukum positif diperluas. Bukan saja yang sedang 

berlaku sekarang, melainkan termasuk juga hukum yang pernah berlaku 

dimasa lalu. Perluasan ini timbul karena dalam definisi keilmuan mengenai 

hukum positif dimasukkan unsur berlaku pada waktu tertentu dan tempat 

tertentu, sehingga termasuk pengertian hukum positif, walaupun dimasa lalu.
1
 

Meskipun hukum positif bersifat nasional dan pada dasarnya hanya 

berlaku dalam wilayah negara Indonesia (daerah tertentu), tetapi dalam 

keadaan tertentu dapat berlaku diluar wilayah negara Indonesia. Dalam 

KUHPidana dijumpai perluasan berlaku hukum pidana diluar teritorial negara 

Indonesia.
2
 

Ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku terhadap perbuatan pidana 

di atas kapal Indonesia yang sedang berada diluar wilayah negara Indonesia 

                                                           
1
 Nanik Nur Lailah, Analisis Hukum Pidana.... ,41. 

2
 Ibid, 41. 
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(KUH Pidana, Pasa13). Menurut Wirjono Prodjodikoro, ketentuan Pasal 3 

KUH Pidana hanya menyangkut perluasan tempat berlaku, bukan 

menunjukkan bahwa kapal Indonesia adalah bagian dari wilayah Indonesia. 

Indonesia tidak menganut ship is terrifoir, karena perbuatan pidana di atas 

kapal Indonesia yang sedang berada di luar wilayah negara Indonesia dapat 

juga diadili oleh negara yang bersangkutan (sesuai ketentuan yang berlaku di 

negara yang bersangkutan). Dalam hal pelaku pidana diadili oleh negara asing, 

maka tidak dapat lagi diadili di Indonesia berdasarkan asas ne bis in idem 

(KUH Pidana Pasal 76).
3
 

Berdasarkan prinsip nasionalitas, ketentuan tertentu hukum pidana 

Indonesia (seperti Pasal 160, Pasal 161, Pasal 249), berlaku terhadap warga 

negara Indonesia yang melakukan perbuatan pidana diluar negeri (KUH 

Pidana, Pasa15). Hal serupa berlaku juga dalam hukum keperdataan seperti 

diatur dalam Pasal 16 AB yang antara lain menyebutkan: "Ketentuan-

ketentuan dalam undang-undang mengenai status dan wewenang seseorang 

tetap berlaku ketika yang bersangkutan berada diluar Indonesia." Kaidah 

hukum keperdataan dapat juga berlaku diluar wilayah Indonesia berdasarkan 

suatu perjanjian. Adapun devinisi dari hukum pidana yaitu:
4
 

Pengertian Hukum pidana adalah hukum yang mengatur pelanggaran 

terhadap undang-undang, pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan 

umum dan barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dalam 

hukum pidana akan  diancam dengan sanksi pidana tertentu. Perbuatan-

                                                           
3
 Ibid, 42. 

4
 Ibid, 42. 
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perbuatan yang dialarang dalam hukum pidana yaitu: Pembunuhan, 

perampokan, pencurian, penipuan, korupsi, penganiayaan dan pemerkosaan. 

Hukum pidana merupakan hukum yang menjaga stabilitas Negara bahkan 

merupakan lembaga moral yang mempunyai peran merehabilitasi para pelaku 

pidana. 

Tujuan hukum pidana secara konkrit itu ada 2 yaitu: 

a. Untuk membuat setiap orang menjadi takut jika melakukan 

perbuatan yang tidak baik. 

b. Untuk mendidik seseorang  yang sudah pernah melakukan 

perbuatan yang tidak baik menjadi baik dan bisa diterima kembali 

di masyarakat.  

Sebenarnya tujuan hukum pidana itu mengandung makna mencegah 

terjadinya gejala-gejala sosial yang tidak sehat di samping pengobatan untuk 

orang yang sudah terlanjur berbuat tidak baik. Adapun Sanksi Pidana Tindak 

Pidana Pemerkosaan Dalam Hukum Positif di Indonesia: 

1. Di indonsia larangan perkosaan dan hukumnya telah di muat dalam KUHP, 

RUU-KUHP, Undang-undang nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-undang nomor 21 Tahun  2007 

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Qonun 

Hukum Jinayat Aceh.
5
 

a. Hukum perkosaan dalam KUHP dan RUU-KUHP Masalah yang 

berhubungan dengan kesusilaan dalam KUHP khususnya pencabulan yang 

                                                           
5
 Neng Djubaidah, Perzinaan Dalam .....,226. 
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dilakukan anak di bawah umur kepada anak di bawah umur atau yang cukup 

umur di jerat dalam pasal 290 ayat (2) dan (3), pasal 292, 293,294 ayat (1) dan 

pasal 295. Sedangkan pencabulan atau pemerkosaan yang dilakukan dengan 

kekerasan di jerat pasal 289 KUHP.  

Dalam berdasarkan pasal 285 KUHP yang merumuskan perbuatan 

pemerkosaa adalah yang bersunyi: “Barangsiapa dengan kekerasan atau 

ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan di luar 

perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan, dengan pidana penjara 

paling lama 12 tahun”. 

Berdasarkan pasal 291 ayat (2) KUHP, jika pemerkosa tersebut 

mengakibatkan matinya perempuan itu ancamannya menjadi 15 tahun penjara. 

Pasal di atas merupakan perlindungan bagi anak atau remaja, kemudian 

dengan adanya kata ‚di ketahui atau di sangka merupakan unsur kesalahan 

terhadap umur, yakni pelaku dapat menduga bahwa umur anak atau remaja 

tersebut belum lima belas tahun.
6
 

Hal ini sebagai mana diutarakan oleh J.M. Van Bemmelen dikutip 

dalam bukunya L.Marpaung, yang berjudul Ke sejahteraan Terhadap 

Kesulilaan Dan Masalah Pervesinya , bahwa cara-cara yang digunakan untuk 

melakukan atau merayu adalah:
7
 

1) Pemberian  

2) Perjanjian 

3) Salah memakai kekuasaan (Misbruik van Gezeg)  

                                                           
6
 L.Marpaung, ke sejahteraan Terhadap Kesulilaan Dan Masalah Pervesinya, (Jakarta: Sinar 

Grafika,1996),49. 
7
 Ibid.,63. 
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4) Menyalah gunakan jabatan atau kekuasaan  

5) Kekerasan 

6) Ancaman 

7) Tipu  

8) Memberikan ikhtiar, kesempatan atau keterangan.  

 Rumusan KUHP tersebut di rencanakan akan di ganti berdasarkan 

RUU KUHP yang di rumuskannya pada pasal 389 (14.11) yang bunyinya 

sebagai berikut: 

(1) Di pidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan paling rendah 3 

tahun karena melakukan pemerkosaan: 

Ke-1 Seorang pria melakukan persetubuhan dengan wanita 

bertentangan dengan kehendak wanita tersebut.  

Ke-2 Seorang pria melakukan persetubuhan dengan wanita tanpa 

persetujuan wanita tersebut.  

Ke-3 Seorang pria melakukan persetubuhan dengan wanita dengan 

persetujuan wanita tersebut tetapi persetujuannya tersebut dicapai 

melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai.  

Ke-4      Seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan wanita, dengan 

persetujuan wanita tersebut karena wanita tersebut percaya bahwa 

ia adalah suaminya yang sah atau ia adalah orang yang 

seharusnya disetubuhi. 

Ke-5 Seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan seorang wanita 

yang berusia di bawah 14 tahun dengan persetujuannya.   
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(2) Dianggap juga melakukan tindak pidana pemerkosaan dengan pidana 

paling lama 12 tahun dan paling rendah 3 tahun apabila keadaan yang 

disebut dalam ayat (1) ke-1 sampai dengan ke-5 di atas. 

Ke-1 Seorang laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus 

atau mulut seorang wanita.  

Ke-2 Barangsiapa memasukkan suat benda yang bukan merupakan 

bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus seorang wanita.  
8
 

Baik pasal 285 KUHP maupun pasal 289 (14.11) RUU KUHP, 

tampaknya belum secara realitas melindungi kaum wanita, pasal 289 KUHP 

hanya menyebutkan ‚wanita‛ seyogianya wanita di bedakan berdasarkan 

umur, fisik, maupun seratus sehingga wanita dapat di bedakan atau di 

ketegorikan sebagai berikut: 

1) Wanita belom dewasa yang masih perawan  

2) Wanita dewasa yang masih perawan.  

3) Wanita yang sudah tidak perawan lagi. 

4) Wanita yang sudah bersuami.
9
  

Dari pengertian di atas, dapat di jelaskan bahwa pencabulan atau 

pemerkosaan itu sangat erat dengan sebuah pemaksaan seksual yang 

merugikan secara fisik, psikis maupun mental korban, nilai tentang peradaban 

antara masyarakat yang satu dengan yang lain, sehingga makna tentang 

kesusilaan oleh masyarakat belum tentu dianggap demikian oleh masyarakat 

                                                           
8
 Ibid.,49. 

9
 1Ibid.,50. 
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lain. Sebagaimana dikatakan oleh SR. Sianturi ‚masalah kesusilaan tidak dapat 

di pisahkan dari peradaban bangsa. Namun yang yang paling berperan yaitu 

bangsa yang bersangkutan.
10

 

 

2. Restorative Justice 

Restorative Justice merupakan reaksi terhadap teori retributif yang 

berorientasi pada pembalasan dan teori neo klasik yang berorientasi pada 

kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam teori retributif, sanksi 

pidana bersumber padea ide “mengapa diadakan pemidanaan”. Dalam hal ini 

sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan (pengimbalan) yang 

sesungguhnya bersifat reaktif terhadap sesuatu perbuatan. Ia merupakan 

penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar, atau seperti 

dikatakan oleh J. E. Jonkers bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana 

yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan. Sementara sanksi tindakan 

bersumber pada ide “untuk apa diadakan pemidanaan itu”. Jika dalam teori 

retributif sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan 

penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka sanksi tindakan 

terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah. Sanksi tindakan 

bertujuan lebih bersifat mendidik dan berorientasi pada perlindungan 

masyarakat.
11

 

Restorative Justice adalah peradilan yang menekankan pada perbaikan 

atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. Restorative 

                                                           
10

 Nanik Nur Lailah, Analisis Hukum ....,31. 
11

 Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi, (Jakarta: 

Pradnya Paramita, 1986), 53. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

29 
 

 

Justice dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak 

(stake holders). Patut dikemukakan beberapa pengertian Restorative Justice 

berikut ini : 

Marlina: “Konsep Restortive Justice, Proses penyelesaian tindakan 

pelanggaran hukumyang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan 

pelaku (korban) bersama-sama duduk dalam suatu pertemuan untuk bersama-

sama bicara.”
12

 

Eva Achjani Zulfa: “Restorative justice adalah sebuah konsep pemikiran 

yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan 

menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa 

tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana 

yang ada pada saat ini.”
13

 

Dignan: “Restorative Justice adalah kerangka kerja baru terhadap 

pelanggaran dan konflik yang secara cepat dapat diterima pendidik, ahli 

hukum, pekerja sosial serta kelompok masyarakat. Restorative Justice adalah 

berdasarkan pendekatan nilai sebagai respon dari pelanggaran dan konflik 

serta fokus yang bertumpu pada orang yang sedang terkena akibat 

kejahatan,orang yang melakukan kejahatan dan pengaruhnya terhadap 

masyarakat.”
14

 

Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the 

harm caused or revealed by criminal behaviour. It is best accomplished 

                                                           
12

 Marlina, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia:Pengembangan konsep diversi dan restorative 

Justice, Cet.pertama (Bandung: Refika Aditama,2009), 180. 
13

 Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif, (Jakarta: FHUI, 2009), 3. 
14

 Ibid.,10. 
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through cooperative processes that include all stakeholders. (Keadilan 

restoratif adalah teori keadilan yang menekankan perbaikan kerusakan yang 

disebabkan oleh perilaku kriminal. Yang paling baik hal ini dilakukan melalui 

proses kerjasama yang mencakup semua pihak yang berkepentingan). 

Restorative justice is a valued-based approach to responding to 

wrongdoing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the 

person causing the harm, and the affected community. (Keadilan restoratif 

adalah nilai / prinsip pendekatan terhadap kejahatan dan konflik, dengan fokus 

keseimbangan pada orang yang dirugikan, penyebab kerugian, dan masyarakat 

yang terkena dampak). 

Howard Zehr: Viewed through a restorative justice lens, “crime is a 

violation of people and relationships. It creates obligations to make things 

right. Justice involves the victim, the offender, and the community in a search 

for solutions which promote repair, reconciliation, and reassurance. (Dilihat 

melalui lensa keadilan restoratif, kejahatan adalah pelanggaran terhadap 

hubungan kemasyarakatan. Kejahatan menciptakan kewajiban untuk 

memperbaikinya. Keadilan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam 

mencari solusi yang menawarkan perbaikan, rekonsiliasi, dan jaminan).
15

 

Burt Galaway dan Joe Hudson: A definition of restorative justice 

includes the following fundamental elements :
16

 ”first, crime is viewed 

primarily as a conflict between individuals that result in injuries to victims, 

communities, and the offenders themselves. second, the aim of the criminal 

                                                           
15

 Howard Zehr, Changing lenses : A New Focus for Crime and justice, (Waterloo: Herald Press, 

1990), 181. 
16

 Ibid. 
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justice process should be to create peace in communities by reconciling the 

parties and repairing the injuries caused by the dispute. third, the criminal 

justice should facilitate active participation by the victim, offenders, and their 

communities in order to find solutions to the conflict. (Definisi keadilan 

restoratif meliputi beberapa unsur pokok : Pertama, kejahatan dipandang 

sebagai suatu konflik antara individu yang dapat mengakibatkan kerugian 

pada korban, masyarakat, maupun pelaku sendiri. kedua, tujuan dari proses 

peradilan pidana harus menciptakan perdamaian dalam masyarakat, dengan 

jalan perujukan semua pihak dan mengganti kerugian yang disebabkan oleh 

perselisihan tersebut. ketiga, proses peradilan pidana memudahkan peranan 

korban, pelaku, dan masyarakat untuk menemukan solusi dari konflik itu).   

Kevin I. Minor dan J.T. Morrison: Restorative Justice may be defined as 

a response to criminal behavior that seeks to restore the loses suffered by 

crime victims and facilitate peace and tranquility among opposing parties. 

(Keadilan restoratif dapat digambarkan sebagai suatu tanggapan kepada 

perilaku kejahatan untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh para korban 

kejahatan untuk memudahkan perdamaian antara pihak-pihak saling 

bertentangan).
17

 

Tony Marshall: Restorative justice adalah proses dimana semua pihak 

yang terlibat dalam suatu pelanggaran tertentu datang bersama-sama untuk 

                                                           
17

 Kevin Minor and J.T. Morrison, A Theoritical Study and Critique of Restorative Justice, in Burt 

Galaway and Joe Hudson, eds., Restorative Justice : International Perspectives, (Monsey, New 

York: Ceimical Justice-Press and Kugler Publications, 1996), 117. 
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menyelesaikan secara kolektif bagaimana menghadapi akibat dari pelanggaran 

dan implikasinya untuk masa depan).
18

 

B.E. Morrison: Restorative justice is a from of conflict resolution and 

seeks to make it clear to the offender that the behavior is not condoned, at the 

same time as being supportive and respectful of the individual. (Keadilan 

restoratif merupakan bentuk penyelesaian konflik dan berusaha untuk 

menjelaskan kepada pelaku bahwa perilaku tersebut tidak dapat dibenarkan, 

kemudian pada saat yang sama juga sebagai langkah untuk mendukung dan 

menghormati individu).
19

 

Muladi: Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan terhadap 

keadilan atas dasar falsafah dan nilai-nilai tanggungjawab, keterbukaan, 

kepercayaan, harapan, penyembuhan, dan “inclusivenes” dan berdampak 

terhadap pengambilan keputusan kebijakan sistem peradilan pidana dan 

praktisi hukum di seluruh dunia dan menjanjikan hal positif ke depan berupa 

sistem keadilan untuk mengatasi konflik akibat kejahatan dan hukum yang 

dapat dipertanggungjawabkan serta keadilan restoratif dapat terlaksana apabila 

fokus perhatian diarahkan pada kerugian akibat tindak pidana, keprihatinan 

yang sama dan komitmen untuk melibatkan pelaku dan korban, mendorong 

pelaku untuk bertanggungjawab, kesempatan untuk dialog antara pelaku dan 

korban, melibatkan masyarakat  terdampak kejahatan dalam proses retroaktif, 

mendorong kerjasama dan reintegrasi. 

                                                           
18

 Tony Marshall, Restorative Justice : An Overview, (London: Home Office Research 

Development and Statistic Directorate, 1999),  8. 
19

 B.E. Morrison, The School System : Developing its capacity in the regulation of a civil society, 

in J. Braithwaite & H. Strang (Eds.), Restorative Justice and Civil Society, (Cambridge University 

Press, 2001), 195. 
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Bagir Manan: Secara umum pengertian restorative justice adalah 

penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, 

korban, maupun masyarakat.  

3. Sejarah Timbulnya Restorative Justice  

Dengan demikian Restorative Justice timbul karena adanya 

ketidakpuasan dengan sistem peradilan pidana yang telah ada, yang 

mana tidak melibatkan pihak-pihak yang berkonflik, melainkan hanya 

antara negara dengan pelaku. Korban dan masyarakat tidak dilibatkan 

dalam penyelesaian konflik, berbeda dengan Restorative Justice dimana 

korban dan masyarakat dilibatkan sebagai pihak untuk menyelesaikan 

konflik. 

Di indonesia perkara pidana diselesaikan melalui sistem peradilan 

pidana. Sistem peradilan pidana menurut mardjono reksodiputro adalah 

sisitem dalam suatu masyarakat untukmengurangi kejahatan.
20

 

Tujuan sistem peradilan pidana, Yaitu:
21

 

a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan. 

b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat 

puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana. 

c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan 

tidah mengulangi lagi kejahatan.  

                                                           
20

 Mardjono reksodiputro, sistem peradilan pidana indonesia (peran penegak hukum melawan 

kejahatan), (Jakarta: pusat pelayanan keadilan dan pengabdian hukum lembaga kriminologi 

Universitas Indonesia, 2007), 84. 
21

 Ibid. 
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Namun demikian jika dihubungkan dengan sejarah timbulnya 

restorative justice, maka sistm peradilan pidana tidak berjalan sesuai 

yang diharapkan, karena gagal memberi ruang yang cukup pada 

kepentingan para calon korban dan para calon terdakwa, dengan kata 

lain sistem peradilan pidana yang konvensional sekarang ini di berbagai 

negara di dunia kerap menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan.
22

 

Menurut Eva Achjani: “Paradikma yang dibangun dalam sistem 

peradilan pidana pada saat ini menentukan bagaimana negara harus 

memainkan peranannya berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, 

negara memiliki otoritas untuk mengatur warganegara melalui organ-

organnya.”  Masih menurut Eva bahwa, dasar dari pandangan ini 

menempatkan negara sebagai pemegang hak menetapkan sejumlah 

norma yang berlaku dalam hukum pidana dan hak pemidanaan sebagai 

bentuk penanganan sebagai bentuk tindak pidana yang terjadi dalam 

masyarakat. Namn demikian, penggunaan lembaga hukum pidana 

sebagai alat penanganan konflik menempatkan dirinya sebagai 

mekanisme terakhir yang dimana lembaga lain tidak dapat menjalankan 

fungsinya untuk menangani konflik yang terjadi, dengan demikian 

hukum pidana bersifat Ultimun remidium.
23

 

Eva Achjani Zulfa melanjutkan pernyataannya yaitu implikasi dari 

pemikiran tersebut adalah mendefinisan kejahatan sebagai suatu 

                                                           
22

 Eriyanto Wahid, Keadilan Restorative dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana, 

(Jakarta: Universitas Trisakti, 2009), 43. 
23

 Eva Achjani Zulfa, Reparasi dan Konpensasi Korban dalam Restorative Justice, 

(Jakarta:kerjasama antara lembaga perlindungan saksi dan korban dengan departemen 

kriminomogi FISIP UI, 2011), 27. 
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serangan terhadap negara berdasarkan aturan perundang-undangan yang 

dibuatnya sehingga kejahatan merupakan konflik antara pelaku 

kejahatan dengan negara.
24

 Hal ini selaras dengan pernyataan Mardjono 

reksodiputro,yaitu kejahatan diartikan sebagai pelanggaran atas hukum 

pidana, dalam undang-undang hukum pidana maupun ketentuan-

ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan 

lainnya.dirumuskan perbuatan atau prilaku yang dilarang dan diancam 

dengan hukuman (pidana). Menurut mardjono reksodiputro, kejahatan 

adalah salah satu bentuk tingkahlaku manusia, yang ditentukan oleh 

sikapnya (attitude dalam menghadapi suatu situasi tertentu. Definisi 

kejahatan akan sering sekali ditentukan oleh dan untuk kepentingan 

mereka yang “mengendalikan hukum”, yaitu kelompok tertentu yang 

memegang kendali kuasa. 
25

 

Hukum pidana yang menjadi acuan menentukan suatu kejahatan, 

menurut mardjono reksodiputro sebagai suatu reaksi perbuatan ataupun 

orang yang telah melanggar norma-norm moral dan hukum, karena itu 

mengancam dasar-dasar pemerintahan, hukum, ketertiban dan 

kesejahteraan sosial.
26

 

Menurut Eva Achjani Zulfa, Hilangnya peran korban dan sistem 

peradilan pidana didasarkan pada empat kelemahan, yaitu:  

                                                           
24

 Ibid., 28. 
25

 Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan 

Kejahatan), (Jakarta: pusat pelayanan keadilan dan pengabdian hukum lembaga kriminologi 

Universitas Indonesia, 2007), 36. 
26

 Ibid., 37. 
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a. Tindak pidana lebih diartikan sebagai penerangan terhadap otoritas 

pemerintahan dibandingkan sebagai serangan kepada korban atau 

masyarakat. 

b. Korban hanya menjadi bgian dari sitem pembuktian dan bukan 

sebagai pihak yang berkepentingan akan proses yang berlaku. 

c. Proses hanya difokuskan pada upaya penghukuman bagi pelaku 

dan pencegahan kejahatan semata tanpa melihat upaya perbuatan 

perbaikan atas kerugian yang ditimbulkan dan mengembalikan 

keseimbangan dalam masyarakat. 

d. Dalam penyelesaiannya fokus perhatian hanya diarahkan pada 

proses pembuktian atas kesalahan pelaku. Oleh karenanya, 

komunikasi hanya berlangsung satu arah yaitu antara hakim dan 

pelaku, sementara konsep dialog pertama yaitu antara pelaku dan 

korban samasekali tidak ada.  

Sejalan dengan pemikran Eva Achjani Zulfa, Romany sihite juga 

mengatakan bahwa selama ini, sistem pidana lebih berorientasi pada 

kepentingan pelaku ketimbang korban, sehingga banyak melakukan 

pengabaian hak-hak dan perlindungan hukum terhadap korban selama 

korban beradapan dengan institusi penegak hukum. Gandjar L Bondan 

juga menambahkan, sebagai berikut: 
27

 

“Tidak jarang korban tidak tahu perkembangan proses peradilan 

pidana yang dialaminya tidak memiliki akses untuk mengetahui 

perkembangan kasusnya, korban tidak tahu proses pengadilan, 

                                                           
27

 Gandjar L Bondan, Reparasi dan Konpensasi Korban dalam Restorative Justice, (Jakarta: 

Kerjasama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Departemen Kriminomogi 

FISIP UI, 2011), 77. 
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pembacaan putusan dan pemidanaan yang dijatuhkan kepada 

pelaku. Lebih dari itu korban hampir tidak mendapat manfaat dari 

proses peradilan pidana, padahal merekalah korban dalam arti 

sesungguhnya, merekalah yang menderita kerugian. Akhirnya, 

korban merasa tidak mendapat keadilan, atau setidaknya tidak 

merasakan keadilan lewat putusan yang dijatuhkan hakim.” 

 

4. Tujuan Restorative Justice 

Proses Restorative Justice mempunyai tujuan sebagai berikut:
28

 

a. Korban setuju terlibat dalam proses yang dapat dilakukan dengan 

aman dan menghasilkan keputusan. 

b. Pelanggar memahami bahwa perbuatan mereka telah 

mempengaruhi korban dan orang lain, untukkemudian 

bertanggungjawab atas konsekuensi dari tindakan mereka dan 

berkomitmen untuk membuat perbaikan/reparasi. 

c. Langkah-langkah fleksibel yang disepakati oleh para pihak yang 

menekankan untuk memperbaiki kerusakan yang dilakukan dan 

sedapat mngkin juga mencegah pelanggaran. 

d. Pelanggar membuat komitmen mereka untuk memperbaiki 

kerusakan yang dilakukan dan berusaha untuk mengatasi faktor-

faktor yang menyebabkan prilaku mereka. 

e. Korban dan pelaku baik memahami dinamika yang mengarah ke 

insiden tertentu, memperoleh hasil akhir dan reintegrasi/kembali 

bergabung dengan masyarakat.  

 

 

                                                           
28

 Mc Cold and Wachtel, Restorative Practices, (The International Institute for Restorative 

Practices (IIRP), 2003), 7. 
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B. Kekerasan Seksual 

1. Definisi Kekerasan Seksual 

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. 

Menurut WHO kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan 

kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau 

sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau 

kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian 

psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. 

Kekerasan seksual merupakan bentuk kontak seksual atau bentuk 

lain yang tidak diinginkan secara seksual. Kekerasan seksual biasanya 

disertai dengan tekanan psikologis atau fisik. Perkosaan merupakan jenis 

kekerasan seksual yang spesifik. Perkosaan dapat didefiniskan sebagai 

penetrasi seksual tanpa izin atau dengan paksaan, disertai oleh kekerasan 

fisik. Kekerasan secara seksual dapat berupa perlakuan prakontak seksual 

antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, 

gambar visual), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara 

anak dengan orang dewasa. 

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Seksual 

Suatu perbuatan dikatakan sebagai delik atau tindak pidana yang 

boleh dihukum  apabila perbuatan itu adalah perbuatan yang melanggar 

atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan 

kesalahan oleh orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban. Suatu 

perbuatan dianggap telah dilakukan apabila telah memenuhi unsur - unsur 
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yang telah ditetapkan.Secara umum unsur - unsur tindak pidana terdiri dari 

dua unsur yaitu: unsur-unsur yang bersifat objektif dan unsur-unsur yang 

bersifat subjektif. Adapun penjelasan tentang unsur-unsur tersebut adalah 

sebagai berikut:
29

 

a. Unsur objektif 

Yang dimaksud dengan unsur objektif adalah: semua unsur yang 

berada di luar keadaan batin manusia atau si pembuatnya, yakni 

meliputi : 

1) Perbuatan manusia, yaitu: suatu perbuatan atau tingkah laku 

manusia yang terdiri dari perbuatan nyata/tingkah laku aktif. atau 

perbuatan yang tidak nyata/tingkah laku pasif yang merupakan 

unsur mutlak penyebab terjadinya tindak pidana. Adapun yang 

dimaksud dengan tingkah laku aktif adalah suatu bentuk yang untuk 

mewujudkan atau untuk melakukannya diperlukan gerakan nyata, 

misalnya: perbuatan bersetubuh (pasal  287 KUHP) dan perbuatan 

sodomi/ homoseksual (pasal 292 KUHP). Sementara  itu yang 

dimaksud dengan tingkah laku pasif (nalaten) adalah suatu bentuk 

tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu, yang 

seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu harus melakukan 

perbuatan aktif dan dengan tidak berbuat demikian, seseorang itu 

disalahkan karena tidak melaksanakan kewajiban hukumnya. 

Contoh dari perbuatan negatif  atau tingkah laku pasif yaitu: tidak 

                                                           
29

 Adami Chazawi, Pembelajaran Hukum Pidana I, (PT Raja Grafindo Persada ,Jakarta. 2005), 83. 
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melaporkan pada yang berwajib, sedangkan ia mengetahui ada dua 

orang yang berlawanan jenis dan tidak terikat perkawinan sedang 

melakukan perbuatan persetubuhan atau orang yang sesama jenis 

sedang melakukan perbuatan sodomi (homoseksual) terhadap anak 

di bawah umur. 

2) Akibat perbuatan  yaitu: akibat yang ditimbulkan dari wujud 

perbuatan yang telah dilakukan. Dan akibat ini perlu ada supaya si 

pembuat dapat dipidana. Misalnya: kehilangan masa depan korban 

atau  kehamilan yang tidak dikehendaki oleh korban sehingga 

korban mengalami trauma. 

3) Keadaan - keadaan tertentu. Keadaan - keadaan yang dimaksud 

boleh jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan. Misalnya: 

ditemukannya pakaian yang berserakan serta tidak dikenakan oleh 

pemiliknya karena sedang melakukan persetubuhan. 

4) Sifat melawan hukum dan sifat yang dapat dipidana. Suatu 

perbuatan dikatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan 

undang- undang. Melawan hukum merupakan suatu sifat yang 

tercela atau terlarangnya suatu perbuatan, dimana sifat - sifat tercela 

tersebut dapat bersumber pada undang - undang (melawan hukum 

formil) dan dapat bersumber pada masyarakat (melawan hukum 

materil). Sedangkan sifat dapat dipidana artinya: bahwa perbuatan 

itu harus dipidana. 

b. Unsur subjektif 
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Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah: semua unsur 

yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya. Atau 

dengan kata lain perbuatan itu harus dipertanggung jawabkan kepada 

orang yang telah melakukan pelanggaran tersebut. Hanya orang yang 

dapat dipertanggung jawabkan yang dapat dipersalahkan. Jikalau orang 

yang melakukan pelanggaran itu adalah orang yang kurang sempurna 

akalnya  atau sakit jiwanya (gila) maka  perbuatan tersebut tidak dapat 

dipertanggung jawabkan atas perbuatannya  dan oleh karena itu tidak 

dapat dipersalahkan. Hal ini telah dijelaskan dalam pasal 44 KUHP 

yang bunyinya: 

“Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan yang tidak 

dapat dipertanggung  jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam 

pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka tidak dipidana”.
30

 

 

Oleh karena itu, suatu asas pokok dari hukum pidana adalah 

tidak ada pidana (hukuman) tanpa ada kesalahan dan setiap kesalahan 

yang telah dilakukan haruslah dapat dipertanggung jawabkan oleh 

pelaku.  

 

C. Tinjauan tentang Anak 

1. Definisi Anak 

Pengertian anak dari segi bahasa adalah hasil dari hubungan antara 

pria dan wanita. Di dalam bahasa arab terdapat berbagai macam kata yang 

                                                           
30

 R.Soenarto Soe rodibroto, S.H.KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung 

dan Raad,Edisi V,( Jakarta: PT.Grafindo Persada,2003), 36. 
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digunakan untuk arti anak, sekalipun terdapat perbedaan yang positif di 

dalam pemakaiannya.
31

 

Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru 

yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya 

manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah asset bangsa.Masa 

depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak 

sekarang. Semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik 

pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, Apabila 

keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan 

bangsa yang akan datang. 

Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak 

merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan.Bagi kehidupan 

anak, masa kanak-kanak seringkali dianggap tidak ada akhirnya, sehingga 

mereka tidak sabar menunggu saat yang didambakan yaitu pengakuan dari 

masyarakat bahwa mreka bukan lagi anak-ank tapi orang dewasa 

2. Batasan Umur Anak 

Mengenai batasan anak-anak (anak di bawah umur) hukum 

Islam dan hukum positif memberikan sudut pandang yang berbeda, hukum 

Islam mendefinisikan bahwa anak adalah seorang manusia yang telah 

mencapai umur 7 (tujuh) tahun belum baligh atau di katakan belum 

Mukallaf, sedangkan menurut kesepakatan para ulama‟ seorang anak bisa 

                                                           
31

 Fuad M Fahruddin, Masalah Anak Dalam Hukum Islam, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya,1991), 24 
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dikatakan Baligh atau sudah Mukallaf  kalo sudah mencapai umur 15 (lima 

belas) tahun.
32

  

Mengenai batasan anak, hukum Islam memiliki sudut pandang  

bahwa batasan anak tidak di batasi pada batasan usia melainkan lebih 

menitik beratkan pada batasan-batasan lahiriah (badaniyah).  

a. Batasan Umur Anak ( Mukallaf ) Dalam Hukum Pidana Islam  

Mukallaf secara bahasa adalah‚ “Kallafah”, yang bermakna 

membebankan, maka arti Mukallaf orang yang dibebankan dapat di 

fahamai bahwa Mukallaf adalah orang yang telah dianggap mampu 

bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah Saw 

maupun laranganNya. Semua tindakan hukum yang di lakukan 

mukallaf akan dimintai pertanggung jawabannya baik di dunia mapun 

ahirat.
33

 

Sebagian besar ulama Ushul Fiqh mengatakan bahwa dasar 

adanya taklif (pembebanan hukum) terhadap seorang Mukallaf adalah 

akal dan pemahaman, seorang Mukallaf dapat di bebani hukum apabila 

ia telah berakal dan dapat memahami taklif secara baik yang ditujukan 

kepadanya.   

Oleh karena itu, orang yang tidak atau belum berakal tidak 

dikenai taklif karena mereka dianggap tidak dapat memahami taklif 

dari al-Syari‟, termasuk ke dalam kategori ini adalah orang yang 

sedang tidur, anak kecil, gila, mabuk, khilaf dan lupa.   

                                                           
32

 Khomrotul Fatimah, ( Pemerkosaan ….,20 
33

 http://pandidikan.blogspot.co.id/2010/12/mukallaf.html, diakses pada tanggal 11 juni 2016 
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Dalam pandangan hukum Islam mengenai batasan umur anak 

ada beberapa kiteria batasan umur anak ( mukallaf ) diantaranya ialah:  

a. Anak dibawah umur di mulai sejak usia 7 (tujuh) tahun hingga 

mencapai kedewasaan balig dan fuqaha‟ membatasinya dengan 

usia 15 (lima belas) tahun, yaitu masa kemampuan berfikir lemah ( 

Tamyyiz yang belum Balig ). Jika seorang anak mencapai tersebut, 

maka ia dianggap dewasa meskipun ia belum dewasa dalam arti 

yang sebenarnya.
34

 

b. Imam Abu Hanifah membatasi kedewasaan atau Baligh pada usia 

18 (delapan belas) tahun dan menurut satu riwayat 19 (sembilan 

belas) tahun, begitu pendapat yang terkenal dengan madzhab 

Maliki.
35

  

Masa Tamyyiz di mulai sejak seorang anak mencapai usia 

kecerdikan atau setelah mencapai usia lima belas tahun atau telah 

menunjukkan Balig alami . Balig alami yang berarti munculnya 

fungsi kelamin, hal ini menunjukkan bahwa anak memasuki masa 

laki-laki dan wanita sempurna. 

Dalam baligh alami yang terjadi pada anak apabila ia 

mengalami sebagai berikut:  

1) Seorang anak laki-laki yang telah keluar air maninya baik saat 

terjaga maupun dalam keadaan tidur.  

                                                           
34

 Nanik Nur Lailah, Analisis Hukum Pidana ...., 44 
35

 Ahmad Hanafi, Asas-asa Hukum Pidana Islam , (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),32. 
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2) Tumbuhnya rambut pada anak, yang dimaksud adalah rambut 

hitam yang lebat di sekitar kemaluan, bukan semua rambut 

yang ada pada anak.
36

 

3) Haid dan hamil pada wanita 

Haid adalah darah yang keluar ketika seorang wanita dalam 

keadaan sehat. Adapun istilah darah yang kelur ketika seoarang 

wanita itu dalam keadaan sakit, dan ia bukanlah darah haid 

karena Rasulullah saw bersabda‚ itu adalah irq (turun darah) 

bukan haid .
37

 

Dalam Hukum positif di Indonesia batasan umur anak yitu: 

a. Undang-undang Pengadilan Anak (undang-undang nomor 3 

tahun 1997)  

Pasal 1 (2) merumuskan, bahwa anak adalah orang 

dalam perkara anak nakal yang mencapai umur 8 (delapan) 

tahun sampai 18 (delapan belas) tahun saja. Sedangkan 

yang dimaksud belum pernah menikah, yakni tidak terikat 

dalam perkawinan ataupun sudah menikah kemudian cerai. 

Apabila si anak sedang dalam perkawinan atau 

perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak 

dianggap sudah dewasa, walaupun umurnya belum genap 

18 (delapan belas) tahun. 

b. Anak dalam hukum perburuhan  

                                                           
36

 Ibid, 45 
37

 Wabah Az- Zawali, Fiqih Islam Waadillatuhu, jilid 1 (Damaskus:Darul Fikr, 2007),508. 
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Pasal 1 (1) undang-undang pokok perburuhan 

(Undang-undang nomor 12 tahun 1948) mendefinisikan, 

anak adalah orang laki-laki ataupun perempuan berumur 14 

(empat belas) tahun ke bawah.  

c. Anak menurut hukum perdata  

Pasal 330 KUHPerdata mengatakan, orang belum 

dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 

21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah 

kawin.  

d. Anak menurut KUHP  

Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum 

dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun.   

e. Anak-anak menurut undang-undang perkawinan  

Pasal 7 (1) undang-undang pokok perkawinan 

(undang-undang nomor 1 tahun 1974) mengatakan, seorang 

pria hanya diizinkan kawin apa bila ia telah mencapai usia 

19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan telah 

mencapai umur 16 (enam belas) tahun.  

f. Anak menurut undang undang perlindungan anak  

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

Perlindungan Anak mendefinisikan bahwa anak adalah 
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seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan.
38

  

g. Anak menurut undang-undang sistem peradilan pidana anak  

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam pasal (1) 

poin (3) adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang 

selanjutnya di sebut anak adalah yang telah berumur 12 

(dua belas) tahun, tetapi belom berumur 18 (delapan belas) 

tahun yang di duga melakukan tindak pidana. 

3. Syarat Pembebanan Hukuman Terhadap Mukallaf  

a. Syarat yang berkaitan dengan sifatnya  

1) Sanggup memahami nas yang berisikan taklif  baik yang berbentuk 

tuntutan atau larangan.  

2) Pantas dimintai pertanggung jawaban pidana dan dapat dihukum.  

b. Syarat yang berkaitan dengan perbuatannya  

1) Perbuatan itu mungkin sanggup untuk dikerjakan atau ditinggalkan  

2) Perbuatan itu dapat diketahui dengan sempurna oleh orang yang 

berakal atau mukallaf  artinya beban yang berisi larangan atau 

perintah ini sudah jelas ada ancaman hukuman bagi yang 

melanggar.
39

 

 

 

                                                           
38

 Darwin Prins, Hukum Anak Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2003),2-3. 
39

 Khomrotul Fatimah, ( Pemerkosaan... ,48. 
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D. Hukum Islam 

Pengertian Hukum Islam adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum 

yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah 

laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan 

diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluk agama islam. Hukum islam 

merupakan istilah khas di Indonesia, sebagai terjemahan dari al-fiqh al-islam 

atau dalam konteks tertentu dari as-syariah al-Islamy. Dalam wacana ahli 

hukum Barat istilah ini disebut Islamic Law. Penyebutan hukum islam sering 

dipakai sebagai terjemahan dari syariat islam atau fiqih islam. 

Pengertian Hukum Islam (Syari‟at Islam) yaitu Hukum syara‟ menurut 

ulama ushul ialah doktrin (kitab) syari‟ yang bersangkutan dengan perbuatan 

orang-orang mukallaf yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang 

mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan 

(taqrir). Sedangkan menurut ulama fiqh hukum syara ialah efek yang 

dikehendaki oleh kitab syari‟ dalam perbuatan seperti wajib, haram dan 

mubah.  Syariat menurut bahasa berarti jalan. Syariat menurut istilah berarti 

hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umatNya yang dibawa oleh 

seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) 

maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah. 

Dalam hukum islam kekerasan seksual atau pencabulan dilarang karena 

kategori hukum zina. Sebagai mana dalam firman Allah Swt. Yang terdapat 

surat al - isra‟ ayat 32 yang artinya: 
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“Dan janganlah kamu mendekati zina, Sesungguhnya zina itu adalah 

suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”. 

Larangan dalam ayat ini menunjukkan suatu peringatan yang keras, 

peringatan ini berkaitan dengan keharaman perbuatan zina sebelum sampai 

pada jenis perbuatan yang sebenarnya (zina), Allah Swt sudah melarangnya. 

Baru pada tahap hendak ‚berdekatan‛ dengan perbuatan tersebut, atau 

berhubungan dengan faktor faktor yang dapat mempengaruhi dan menjebak 

seseorang ke dalam perbuatan keji. Allah Swt sudah melarangnya dengan 

keras, dengan demikian larangan mendekati mengandung makna larangan 

untuk tidak terjerumus dalam rayuan suatu yang berpotensi mengantar pada 

langkah-langkah melakukannya.
40

  

Oleh sebab itu semua yang menjadi pendahuluan untuk mendekatinya 

adalah di larang, seperti mencium, meraba dan segala perbuatan yang dapat 

mendekati zina. Allah Swt telah melarang hambanya untuk tidak mendekati 

zina, serta segala hal yang dapat menyebabkan dekat dengan zina, dan semua 

itu demi keutamaan manusia, karena sangat berbahaya. Maka dari itu prilaku 

seksual yang didalamnya termasuk perbuatan cabul dilarang dan diharamkan 

dalam Syari‟at Islam.
41

 

Para foqaha (ahli hukum Islam) mengartikan bahwasannya zina itu 

melakukan hubungan seksual dengan cara memasukkan dzakar  ke dalam 

                                                           
40

 M. Quraish Shihab, tafsir al-Misbah, Vol.7 (jakarta: lentera hati, 2002),49. 
41

 Nanik Nurlailah, Analisis Hukum Pidana....,20. 
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vagina wanita yang dinyatakan haram, bahkan karena subhat dan atas dasar 

syahwat .
42

 

Ibnu Rusyd mengartikan bahwa zina itu sebagai perbuatan yang 

dilakukan bukan karena nikah yang sah atau semu nikah dan bukan karena 

pemilik hamba sahnya.
43

 

Imam Maliki mengartikan bahwa zina itu me watinya seoarang laki-laki 

mukallaf terdapat faraj wanita yang bukan miliknya, dilakukan dengan 

sengaja.
44

 

Definisi di atas yang disampaikan beberapa fugaha bahwasanya hakikat 

yang merupakan kriteria dari perzinaan yaitu:  

a. Zina itu perbuatan memasukkan apa yang bernama alat kelamin laki-

laki atau dzakar ke dalam alat kelamin perempuan.  

b. Perbuatan hubungan kelamin itu pada hakikatnya adalah haram. Hal ini 

mengandung arti bila keharamannya itu dikarenakan faktor luar atau 

keadaan, tidak disebut zina. 

c. Perbuatan hubungan kelamin itu pada dasarnya secara alamiah di 

senangi oleh manusia yang hidup. Hal ini berarti hubungan kelamin 

dengan mayat dan hewan tidak disebut zina. 

d. Perbuatan hubungan kelamin itu disebut zina dengan segala akibat 

hukumnya bila pada perbuatan itu telah bebas dari segala kemungkinan 

                                                           
42

 Ali, Zainudin , Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Di Indonesia,(Jakarta: sinar grafika, 

2006),106. 
43

 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam...,69. 
44

 A. Djazuli, Fikih Jinayah....,39. 
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kesamaran atau subhat. Seperti bersetubuh dengan wanita yang diyakini 

sebagai istrinya, akan tetapi justru orang lain.
45

 

E. Definisi Ta’zir 

1. Pengertian Ta’zir 

Ta‟zir bersal dari kata „azzara, ya azziru, ta‟zir yang berarti 

menghukum atau melatih disiplin.Menurut istilah, ta‟zir bermakna at-Ta‟dib 

(pendidikan) dan at-Tankil (pengekangan). Dalam kamus istilah fiqih kata 

“ta‟zir” adalah bentuk dasar dari kata „azzara yang artinya menolak, adapun 

menurut istilah hukum syara‟ berarti pencegahan dan pengajaran terhadap 

tindak pidana yang tidak memepunyai hukum had, kafara,dan qihsas.  

Sebagian Ulama mengartikan Ta‟zir  sebagai hukuman yang berkaitan 

dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan 

Al-Qur‟an dan Hadits, ta‟zir berfungsi memberikan pengajaran kepada si 

terhukum sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatan serupa. 

Sebagian lain mengatakan sebagai sebuah hukuman terhadap perbuatan 

maksiat yang tidak dihukum dengan hukuamn had atau khafarat.  

Beberapa definisi yang telah disebutkan di atas meninjau ta‟zir dari segi 

hukuman bahwa ta‟zir merupakan hukuman yang tidak ditentukan oleh syara. 

Jarimah Ta‟zir ini sebagian besar jarimahnya atau seluruh sanksinya 

ditentukan penguasa, walaupun ada sebagian kecil jarimah ta‟zir yang 

ditentukan oleh syara akan tetapi dalam hal hukuman diserahkan kepada 

kebijaksanaan Ulul amri.  

                                                           
45

 Nanik Nurlailah, Analisis Hukum Pidana....,22. 
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Bagi jarimah ta‟zir tidak diperlukan asas legalitas secara khusus, seperti 

pada jarimah hudud dan qishas diyat. Artinya setiap jarimah ta‟zir tidak 

memerlukan ketentuan khusus satu per satu. Hal tersebut sangat tidak 

mungkin , bukan saja karena banyaknya jarimah ta‟zir yang sulit dihitung, 

melainkan sifat jarimah ta‟zir itu sendiri yang labil dan fluktuatif, bisa 

berkurang, bisa juga bertambah, sesuai keperluan.oleh karena itu, 

menentukan secara baku jenis-jenis jarimah ta‟zir tidak seefektif sebab suatu 

saat akan berubah. Itulah sebabnya asas legalitas jarimah ini sangat longgar, 

tidak seperti jarimah-jarimah selain jarimah ta‟zir. Dalam jarimah ta‟zir, bisa 

saja satu asas legalitas untuk bebrapa jarimah atau untuk bebrapa jarimah 

yang mempunyai kesamaa tidak memerlukan ketentuan khusus. Apabila 

jarimah tersebut mempunyai sifat-sifat jarimah yang ditentukan secara umum, 

maka itulah yang dimaksud dengan sifat asa legalitas jarimah ta‟zir longgar 

atau elastis.  

Ulama‟ berbeda pendapat mengenai hukum sanksi ta‟zir, diantaranya 

yakni:
46

 

a. Menurut golongan Malikiyah dan Hanabilah, ta‟zir hukumnya wajib 

sebagaimana hudud karena merupakan teguran yang disyari‟atkan untuk 

menegakkan hak Allah dan seorang kepala Negara atau kepala daerah 

tidak boleh mengabaikannya. 

                                                           
46

 Ibid, 9. 
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b. Menurut Syafi‟I, ta‟zir hukumnya tidak wajib. Seorang kepala Negara 

atau kepala daerah boleh meninggalkannya jika hukum itu tidak 

menyangkut hak adami. 

c. Menurut Hanafiyah, ta‟zir hukumnya wajib apabila berkaitan dengan hak 

adami. Tidak ada pemberian maaf dari hakim karena hak hamba tidak 

dapat digugurkan, kecuali oleh orang yang memiliki hak itu.  

Adapun jika berkenaan dengan hak Allah, keputusannya terserah 

hakim. Jika hakim berpendapat ada kebaikan dalam penegakannya maka ia 

melaksanakan keputusan itu. Akan tetapi, jika menurut hakim tidak ada 

maslahat maka boleh meninggalkannya. Artinya, si pelaku mendapat 

ampunan dari hakim. Sejalan dengan Ibnu Al-Hamam berpendapat, apa yang 

diwajibkan kepada imam untuk menjalankan hukum ta‟zir berkenaan dengan 

hak Allah adalah kewajiban yang yang menjadi wewenang dan ia tidak boleh 

meninggalkannya, kecuali tidak ada maslahat bagi pelaku kejahatan. 

 

2. Pembagian Ta’zir 

Seperti disinggung di atas, terdapat sebagian kecil jarimah ta‟zir yang 

sejak awal lebih dianggap jarimah. Sebab, jarimah ta‟zir yang menjadi 

wewenang ulul amri kadangkala dianggap jarimah pada waktu tertentu 

kemudian karena kepentingan kemaslahatan umum. Adapun jarimah ta‟zir 

yang ditentukan syara, telah dianggap jarimah sejak diturunkannya syari‟at 

islam dan itu akan terus menerus dianggap sebagai jarimah.  
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Dengan demekian, setiap perbuatan maksiat yang bertentangan dengan 

hukum syara maka hal tersebut merupakan jarimah yang harus dineakan 

hukuman. Ulil amri yang diberi wewenang untuk menetapkan jarimah dan 

hkum ta‟zir ini, tentu saja tidak diberi kebebasan yang mutlak yang dapat 

menghalalkan yang haram atau sebaliknya, melainkan tetap harus berpegang 

kepada ketentuan-ketentuan yang umum yang ada dalam nash-nash syara dan 

harus sesuai dengan ruh syari‟ah dan kemaslahatan umum. 

Abdul Qadir Audah membagi hukuman ta‟zir kepada tiga bagian: 

a) Hukuman ta‟zir atas perbuatan maksiat 

b) Hukuman ta‟zir dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum 

c) Hukuman ta‟zir atas perbuatan-perbuatan pelanggaran.  

Menurut kaidah umum yang berlaku selama ini dala syariat islam, 

hukuman ta‟zir hanya dikenakan terhadap perbuatan maksiat, yaitu perbuatan 

yang dilarang karena zat perbuatannya itu sendiri. Akan tetapi, sebagai 

penyimpangan dari aturan pokok tersebut, syari‟at Islam mebolehkan untuk 

menjatuhkan hukuman ta‟zir atas perbuatan yang bukan maksiat, yakni yang 

tidak ditegaskan larangannya, apabila itu dikehendaki oleh kemaslahatan atau 

kepentingan umum. 

 

3. Pengertian dan Tujuan Hukum Ta’zir 

Hukuman dalam bahasa Arab disebut „uqubah. Lafaz „uqubah menurut 

bahasa berasal dari kata (َََعَقب) yang sinonimnya (ََِِوَجَاءَبعَِقبَه  :Artinya (خَلفَلَهٌ

Mengiringnya dan datang di belakangnya. Dalam pengertian yang agak mirip 
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dan mendekati pengertian istilah, barangkali lafaz tersebut bisa diambil dari 

lafaz: (َََعَاقب) yang sinonimnya: (َََبمَِافعََل َسَوَاءً  Artinya: Membalasnya (جَزَاهٌ

sesuai dengan apa yang dilakukan.  

Dari pengertian yang pertama dapat dipahami bahwa sesuatu disebut 

hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan 

itu dilakukan. Sedangkan dari pengertian yang kedua dapat dipahami bahwa 

sesuatu disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan 

yang menyimpang yang telah dilakukannya. Dalam bahasa Indonesia, 

hukuman diartikan sebagai "Siksa dan sebagainya", "atau keputusan yang 

dijatuhkan oleh hakim" 

Dalam hukum positif di Indonesia, Istilah hukuman hampir sama 

dengan Pidana. Wirjono Prodjokoro mengemukakan bahwa hukum pidana 

berarti hal yang dipidanakan, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan 

kepada seseorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga 

hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. 

Menurut hukum pidana islam, hukuman adalah seperti didefinisikan 

oleh Abdul Qadir Audah seperti berikut.  

Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara 

kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan 

syara'.  

Dari definisi tersebut dapat difahami bahwa hukuman adalah salah satu 

tindakan yang diberikan oleh syara' sebagai pembalasan atas perbuatan yang 

melanggar ketentuan syara' , dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan 
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kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan 

individu. 

Tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syariat 

islam adalah sebagai berikut: 

a. Pencegahan 

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat 

jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, atau agar ia tidak 

terus-menerus melakukan jarimah tersebut. Tujuan hukuman adalah 

pencegahan maka besarnya hukuman harus sesuai dan cukup mampu 

mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas 

yang diperlukan, dengan demikian terdapat prinsip keadilan dalam 

menjatuhkan hukuman. Tujuan yang pertama itu efeknya adalah untuk 

kepntingan masyarakat, sebab dalam tercegahnya pelaku, sebab dengan 

tidak dilakukannya jarimah maka pelaku akan selamat dan ia terhindar 

dari penderitaan akibat dari hukuman itu. 

b. Perbaikan dan pendidikan 

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik 

pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari 

kesalahannya. Disini terlihat bagaimana perhatian syariat islam terhadap 

diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam 

diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjahui jarimah bukan karena 

takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya 

terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat rida dari Allah SWT. 
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Kesadaran yang demikian tentu saja merupakan alat yang sangat ampuh 

untuk memberantas jarimah, karena seseorang sebelum melakukan suatu 

jarimah, ia akan berfikir bahwa Tuhan pasti mengetahui perbuatannya 

dan hukuman akan menimpa dirinya, baik perbuatannya itu diketahui 

oleh orang lain atau tidak. Demikian juga jika ia dapat ditangkap oleh 

penguasa negara kemudian dijatuhi hukuman di dunia, atau ia dapat 

meloloskan diri dari kekuasaan dunia, maupun pada akhiratnya ia tidak 

akan dapat menghindarkan diri dari hukuman akhirat.  

Disamping kebaikan pribadi pelaku, syariat islam dalam 

menjatuhkan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik 

yang meliputi oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama 

anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajiban. Pada 

hakikatnya, suatu jarimah adalah perbuatan yang tidak di senangi dan 

menginjak-injak keadilan serta membangkitkan kemarahan masyarakat 

terhadap pembuatnya, disamping menimbulkan rasa ibah dan kasih 

sayang terhadap korbannya. 

 

4. Macam-macam Hukuman jarimah ta'zir 

Hukuman ta'zir, seperti dikemukakan oleh imam Al-Mawardi adalah 

sebagai berikut. 

Ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa 

(maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. 
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Hukuman ta'zir adalah hukuman untuk jarimah-jarimah ta'zir.Jarimah 

ta'zir jumlahnya sangat banyak, karena mencakup semua perbuatan maksiat 

yang hukumnya belum ditentukan oleh syara' dan diserahkan kepada ulil 

amri untuk mengaturnya. Adapun hukuman yang dimaksudkan diserahkan 

kepada ulil amri yaitu ta‟zir penguasa.  Jarimah ta‟zir penguasa ini sering 

disebut jarimah ta‟zir kemaslahatan umum sebab keberadaanya sangat erat 

dengan kepentingan masyarakat. Sebagaimana halnya kemaslahatan yang 

rentan terhadap perubahan, hukuman ta‟zir jenis ini begitulah keadaannya 

seperti bunyi kaidah: 

 الَتعّْزِىْرُىدَُوْرُمَعََاْلمَصْلحََةَِ

Ta‟zir berputar karena kemaslahatannya.  

Oleh karena itu, jelaslah ta‟zir jenis ini bersfat temporer dan mungkin 

bisa sektoral, terkait kewilayahan, dan tidak berlaku universal. Pada 

dasarnya jarimah ta‟zir penguasa atau jarimah kemaslahatan umum ini, 

bukanlah suatu yang dilarang sejak awal. Hanya kaena kepentingan 

umumlah yang menyebabkan perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan 

yang dilarang  pada suatu masa atau disuatu tempat. Menurut Ahamd 

Hanafi, M.A., pada pinspnya hukuman ta‟zir hanya dikenakan pada 

perbuatan-perbuatan yang dianggap maksiat. Alan tetapi, syari‟at 

mmberikan kelonggaran  hukuman bagi perbuatan yang bukan maksiat 

apabila dikehendaki oleh kepentingan umum. Penyimpangan ini sangat 

berguna bagi ulul amri dalam menyikapi masalah perkembangan masa dan 

perubahan tempat, yang tentu saja dengan berkaitan dengan 
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kemaslahatannya. Adapun parameter yang menjadi persyaratan jarimah 

ta‟zir ini bergantung pada dua hal: kepentingan dan ketertiban umum.    

Hukuman ta'zir ini jumlahnya cukup banyak, mulai dari hukuman 

yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam penyelesaian perkara 

yang termasuk jarimah ta'zir,  hakim diberi wewenang untuk memilih antara 

kedua hukuman tersebut, mana yang paling sesuai dengan jarimah yang 

dilakukan oleh pelaku. Jenis-jenis hukuman ta'zir adalah sebagai berikut: 

a. Hukuman mati 

Meskipun tujuan diadakan hukuman ta'zir itu untuk memberi 

pengajaran (ta'dib) dan tidak boleh sampai membinasakan, namun 

kebanyakan para fuqaha membuat suatu pengecualian, yaitu 

dibolehkannya penjatuhan hukuman mati, apabila hukuman itu 

dikehendaki oleh kepentingan umum, misalnya untuk tindak pidana 

spionase (mata-mata) dan recidivis yang sangat berbahaya. Karena 

hukuman mati sebagai hukuman ta'zir ini merupakan pengecualian 

maka hukuman tersebut harus dibatasi dan tidak boleh diperluas, atau 

diserahkan sepenuhnya kepada hakim, seperti halnya hukuman ta'zir 

yang lain. Dalam hal ini penguasa (ulil amri) harus menentukan jenis-

jenis jarimah yang dapat dijatuhi hukuman mati. 

b. Hukuman jilid 

Hukuman jilid (cambuk) merupakan hukuman pokok dalam 

syariat islam untuk jarimah hudud, hanya ada beberapa jarimah yang 

dikenakan hukuman jilid, seperti zina, qadzaf, dan minum khamer. 
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Untuk jarimah ta'zir bisa ditetapkan dalam berbagai jarimah.Bahkan 

jarimah-jarimah ta'zir yang berbahaya, hukuman jilid lebih utamakan.  

c. Hukuman kawalan 

Dalam syariat islam, ada dua macam hukuman kawalan, yaitu 

hukuman kawalan terbatas dan hukuman kawalan tidak terbatas. 

Pengertian terbatas dan tidak terbatas dalam konteks ini adalah dari segi 

waktu. 

Hukuman kawalan terbatas ini paling sedikit adalah satu hari, 

sedangkan batas tertingginya tidak ada kesepakatan di kalangan para 

fuqaha.Ulama-ulama syafi'iyah menetapkan batas tertingginya adalah 

satu tahun.Mereka mengiaskan hukuman ini dengan hukuman 

pengasingan dalam jarimah zina. Fuqaha yang lain menyerahkan batas 

tertinggi tersebut kepada penguasa negara (hakim). Hukuman tidak 

terbatas tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan 

dapatberlangsungterus sampai terhukum mati atau melakukan taubat 

dan pribadinya menjadi baik.Orang yang dikenai hukuman ini adalah 

penjahat yang berbahaya, atau orang-orang yang berulang-ulang 

melakukan jarimah yang berbahaya. 

d. Hukuman pengasingan (At-Taghrib wa Al-Ib'ad) 

Hukuman pengasingan merupakan salah satu bentuk ta'zir. Dalam 

jarimah zina ghair muhsan, imam abu hanifah menganggapnya sebagai 

hukuman ta'zir, tetapi imam-imam yang lain memandangnya sebagai 

hukuman had. Untuk jarimah-jarimah selain zina, hukuman ini 
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diterapkan apabila perbuatan pelaku dapat menjalar atau merugikan 

orang lain.  

e. Hukuman salib 

Hukuman salib untuk jarimah ta'zir tidak dibarengi atau didahului 

dengan hukuman mati, melainkan terhukum disalib dalam keadaan 

hidup.Ia (terhukum) tidak dilarang untuk makan, minum, wudu, dan 

salat dengan isyarat. 

f. Hukuman pengucilan (Al-Hajr) 

Hukuman pengucilan ini dijatuhkan terhadap orang-orang yang 

melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. 

g. Hukuman ancaman (tahdid), Teguran (Tanbih), dan peringatan 

Ancaman merupakan salah satu hukuman ta'zir, dengan syarat 

akan membawa hasil dan bukan ancaman kosong. Contohnya seperti 

ancaman akan dijilid atau dipenjara, atau dijatuhi hukuman yang lebih 

berat, apabila pelaku mengulangi perbuatannya. Termasuk juga 

ancaman apabila hakim menjatuhkan keputusan kemudian 

pelaksanaannya ditunda sampai waktu tertentu. 

Selain ancaman,teguran, dan peringata, juga merupakan ta'zir 

yang dapat dijatuhkan oleh hakim, apabila dipandang perlu. Hal ini 

pernah dilaksanakan oleh Rasulullah saw.  

h. Hukuman denda (Al-Gharamah) 

Hukum denda juga merupakan salah satu jenis hukuman ta'zir, di 

antara jarimah yang diancam dengan hukuman denda adalah pencurian 
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buah-buahan yang masih ada di pohonnya.Dalam hal ini pelaku tidak 

dikenakan hukuman potong tangan, melainkan denda dengan dua kali 

lipat harga buah-buahan yang di ambil, di samping hukuman yang 

sesuai.  

i. Hukuman-hukuman lain 

Hukuman-hukuman ta'zir yang telah disebutkan di atas 

merupakan hukuman-hukuman yang paling penting, yang mungkin 

diterapkan untuk semua jenis jarimah ta'zir.Akan tetapi, disamping itu 

masih ada hukuman-hukuman lain yang sifatnya spesifik dan tidak bisa 

diterapkan pada setiap jarimah ta'zir. 

 

5. Tujuan dan Syarat –Syarat Sanksi Ta’zir 

 Tujuan diberlakukannya sanksi ta‟zir yaitu : 

a. Preventif (pencegahan). Ditujukan bagi orang lain yang belum 

melakukan jarimah.  

b. Represif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak 

mengulangi perbuatan jarimah dikemudian hari.  

c. Kuratif (islah). Ta‟zir harus mampu membawa perbaikan perilaku 

terpidana dikemudian hari. 

d. Edukatif (pendidikan). Diharapkan dapat merubah pola hidupnya 

kearah yang lebih baik. 

Ta‟zir berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya 

adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan laki-laki maupun perempuan, 
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dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim. Setiap orang yang 

melakukan kemungkaran atau menganggu pihak lain dengan alasan yang 

tidak dibenarkan baik dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat perlu diberi 

sanksi ta‟zir agar tidak mengulangi perbuatannya. 


